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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan
perubahan dan perkembangan organisasi.

b. bahwa untuk keseragaman pola pikir dan pola tindak
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan, sehingga
Peraturan Menteri Pertahanan tersebut perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Pertahanan
Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Presiden Nomor 05 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan Inisiatif Baru.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.

Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pertahanan dan TNI serta komponen lainnya dalam
rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara.

Panitia Program Anggaran Kemhan dan TNI adalah kepanitiaan yang
ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan terdiri atas unsur-
unsur perencanaan Kemhan dan TNI yang bertugas menyusun
perkiraan kebutuhan anggaran tahunan.

Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk
melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang merupakan upaya
membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan
bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan
secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan
LPNK serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.

Postur Pertahanan Negara adalah wujud penampilan kekuatan
pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan,
kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata
dalam sistem pertahanan negara, terdiri atas komponen utama,
komponen cadangan dan komponen pendukung.

Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari
keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat
RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat
RPJIM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat
Kementerian/Lembaga ke bawah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja
K/L) adalah dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rancangan adalah Konsep awal sebagai bahan masukan dalam
penyusunan dokumen panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan
dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan
Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar
(Mabes) TNI, U.O. TNI Angkatan Darat (AD), U.O. TNI Angkatan Laut
(AL), dan U.O. TNI Angkatan Udara (AU).

Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan
atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan, terdiri atas:

a. Kotama Operasional, yaitu Komando Pertahanan Udara Nasional
(Kohanudnas), Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat
(Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando
Daerah Militer (Kodam), Komando Armada (Koarmada), Komando
Lintas Laut Militer (Kolinlamil), dan Komando Operasional TNI
Angkatan Udara (Koopsau).

b. Kotama Pembinaan, yaitu Komando Pembinaan Doktrin
Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklatad),
Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut
(Kobangdikal), Korps Marinir (Kormar), Komando Pendidikan TNI
Angkatan Udara (Kodikau), Komando Pemeliharaan Materiil TNI
Angkatan Udara (Koharmatau), dan Korps Pasukan Khas
(Korpaskhas).

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari
organisasi Kementerian Pertahanan atau TNI yang menyelenggarakan
pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi
materiil dan administrasi keuangan sesuai lingkup tanggung jawab
pimpinan Satker tersebut, terdiri atas:

a. Satker Kemhan yaitu bagian dari organisasi yang dipimpin oleh
pejabat setingkat serendah-rendahnya Eselon Il dan menyusun
program kerja; dan

b. Satker TNI/Angkatan, yaitu bagian dari Organisasi TNI/Angkatan
setingkat batalyon/pangkalan TNI AL/skadron TNI AU ke atas
dan menyusun program Kkerja.

Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara adalah satu
kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
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pertahanan negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan, TNI dan
Angkatan.

16. Menteri adalah menteri  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.

17. Perkiraan Intelijen yang selanjutnya disebut Kir Intel adalah
prediksi/perkiraan terhadap situasi dan kondisi yang akan terjadi di
masa datang dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan, dengan tujuan agar pelaksanaan penyusunan dokumen
dapat berjalan tertib, efektif, efisien, terukur dan tepat waktu.

Pasal 3

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
perlu memperhatikan asas sebagai berikut:

a. asas keterpaduan, yaitu kesatuan sasaran, Kketerpaduan dalam
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara
horizontal maupun vertikal dari satuan paling bawah sampai satuan
tingkat pengambil keputusan. Keterpaduan diperlukan untuk
optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pencapaian sasaran,;

b. asas prioritas, yaitu pemilihan sasaran perencanaan pembangunan
pertahanan negara harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara dan
kepentingan nasional, mengingat keterbatasan sumber daya yang
tersedia;

C. asas fleksibilitas, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan
negara harus luwes dan terkendali serta berkesinambungan, dengan
mempertimbangkan kemungkinan perkembangan keadaan  dan
perkiraan ancaman dimasa depan, sehingga dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan yang timbul tanpa mengganggu konsistensi
pembangunan;

d. asas bawah-atas (bottom up) dan atas bawah (top down), vyaitu
penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara
menampung aspirasi satuan bawah kemudian dirumuskan menjadi
kebijakan pembangunan Pertahanan Negara yang selanjutnya
menjadi kendali pada setiap strata,;

e. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pembinaan dan
pengembangan kekuatan pertahanan negara harus seimbang dan
serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang
disediakan. Keseimbangan dan keserasian harus terwujud dalam
penyusunan perencanaan dan perumusan program;
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asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, yaitu sistem
perencanaan pembangunan pertahanan negara membedakan antara
penentu kebijakan umum pertahanan negara dengan kewenangan
pengambilan keputusan politik dan strategi, pembinaan dan
penggunaan kekuatan serta tingkat dan tanggung jawab
pelaksanaannya berdasarkan fungsi sehingga dapat dicegah adanya
duplikasi atau ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab; dan

asas manfaat, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara
harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka
pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4
Pedoman umum dalam proses Perencanaan sebagai berikut:

a. sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam sistem
perencanaan pembangunan pertahanan negara yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Pertahanan;

b. merupakan rangkaian kegiatan perencanaan secara periodik
setiap 20 (dua puluh) tahun yang menghasilkan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Yyang selanjutnya
dijabarkan menjadi dokumen 5 (lima) tahunan disebut
dokumen Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra
Hanneg), serta dijabarkan menjadi dokumen rencana
pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja
Pertahanan Negara (Renja Hanneg), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA),
Amanat Anggaran

Menhan (AA Menhan), Petunjuk Pelaksanaan Program dan
Anggaran (PPPA), dan Program Kerja (Progja);

C. dokumen perencanaan sesuai strata lembaga penyusun, yaitu
Kemhan, TNI, Unit Organisasi (U.0.) Kemhan/Mabes
TNI/Angkatan dan Kotama/Satker dengan sistem perencanaan
terpadu, dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang
lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/Zinstansi yang lebih
rendah, sebaliknya rancangan dokumen yang disusun oleh
lembaga/Zinstansi yang lebih rendah, menjadi masukan bagi
penyusunan dokumen lembaga/Zinstansi yang lebih tinggi;

d. dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata
yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa
menunggu penetapan dokumen dari level diatasnya; dan
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e. setelah dokumen level penetapan atas ditetapkan, menjadi
pedoman untuk penyempurnaan penyusunan dokumen
dibawahnya.

Metode Perencanaan sebagai berikut:

a. paralel, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara
dilaksanakan secara bersamaan oleh dua atau lebih satuan
perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan
strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang
intensif;

b. berurutan, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan
negara dilaksanakan  mengikuti urutan dan  strata
perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih
rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan
strata diatasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang
berwenang; dan

C. tetap atau fixed plan, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya
tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk
perencanaan tahunan, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat
dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak
dan evaluasi yang dilakukan.

Pasal 5
Perencanaan  pembangunan pertahanan negara mencakup
penyelenggaraan perencanaan pembangunan kekuatan,
kemampuan dan gelar pertahanan negara sebagai upaya

meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi
setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.

Perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan secara
terpadu oleh semua Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI
serta pemangku kepentingan terkait.

Perencanaan pembangunan pertahanan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Renstra Hanneg dan Rencana
Kerja Hanneg, RKA, DIPA, AA Menhan, PPPA, dan Progja.

Pasal 6

Untuk menjamin bahwa program-program dapat dilaksanakan sesuai
perencanaan pembangunan Pertahanan Negara diperlukan kriteria yang
menentukan keberhasilan terdiri atas:

a.

terwujudnya keterpaduan Perencanaan Pertahanan Negara;
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b. terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa
depan;

(o terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia;

terpenuhinya kepentingan Pertahanan Negara serta terwujudnya
kepentingan nasional,

terpenuhinya prinsip-prinsip ekonomi;
terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
terlaksananya asas-asas perencanaan; dan

> Q ™o

terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Pertahanan Negara.
BAB Il
DOKUMEN PEMBANGUNAN
PERTAHANAN NEGARA
Bagian Kesatu
Dokumen Pertahanan Negara
Pasal 7

Pembangunan pertahanan negara berpedoman pada kebijakan umum
pertahanan negara dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 8

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tercantum dalam
dokumen-dokumen pertahanan negara, termasuk dokumen-dokumen
yang disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan dokumen-
dokumen perencanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal
Perencanaan Pertahanan.

Pasal 9

(1) Dokumen-dokumen yang disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi
Pertahanan antara lain terdiri atas:

a. Doktrin Pertahanan Negara;
b. Strategi Pertahanan Negara; dan
C. Postur Pertahanan Negara.

(2) Dokumen perencanaan pembangunan Pertahanan Negara mencakup
dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan di tingkat Kemhan, TNI, U.O., dan Kotama/Satker.
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Bagian Kedua
Dokumen Perencanaan
Pasal 10

Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat Kemhan terdiri atas:
Rancangan RPJP Hanneg;

a. RPJP Hanneg;

b. Postur Hanneg; dan

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan).
Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat TNI terdiri atas:

a. Rancangan RPJP;

b. RPJP;
C. Postur; dan
d. Perkiraan Intelijen (Kir Intel) Jangka Panjang.

Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat U.O. terdiri atas:

a. Rancangan RPJP;

b RPJP;

C. Postur;

d Perkiraan Intelijen Jangka Panjang; dan
Pasal 11

Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kemhan terdiri
atas:

a. Rencana Kebutuhan Anggaran;

b. Rancangan Rencana Strategis (Renstra);

c. Jakgara; dan

d. Renstra.

Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat TNI terdiri atas:
a. Rancangan Renstra;

b. Renstra,

C. Kebijakan Strategis (Jakstra); dan

d. Perkiraan Intelijen Jangka Menengah.

Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat U.O. terdiri atas:
a. Rancangan Renstra,;

b. Renstra;
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(4)

(1)

c. Jakstra; dan
d. Perkiraan Intelijen Jangka Menengah.

Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kotama terdiri
atas:

a. Rancangan Renstra;
b Renstra;
C. Jakstra;
d

Rencana Tata Ruang Wilayah Darat Pertahanan Kotama (RTRW
Darat Han KTM);

Analisis Potensi Maritim; dan

®

f. Analisis Potensi Dirgantara.
Pasal 12
Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Kemhan terdiri atas:

AA Menhan; dan
Kebijakan Perencanaan.

a. Rencana Kebutuhan Anggaran;
b. Rancangan Renja Hanneg;

C. Renja Hanneg;

d. RKA Hanneg;

e. DIPA;

f.

g.

Dokumen perencanaan tahunan di tingkat TNI terdiri atas:
Rancangan Renja;

Renja;

RKA;

PPPA;

Perkiraan Intelijen Tahunan;

Kebijakan Perencanaan; dan

@ = ® a0 TP

Rencana Yudha.

Dokumen perencanaan tahunan di tingkat U.O. terdiri atas:
a. Rancangan Renja;

b Renja;
C. RKA;
d PPPA.
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e. Kebijakan Perencanaan; dan
f. Perkiraan Intelijen Tahunan.
(4) Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Kotama/Satker terdiri atas:

a. Rancangan Renja;
b. Renja;

C. RKA;

d. Progja; dan

e.

Rencana Kontijensi.
Pasal 13

Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara disusun dengan jangka
waktu sebagai berikut:

a. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka panjang
(RPJP) dengan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan
revisi paling singkat setiap 5 (lima) tahun;

b. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah
(Renstra) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan revisi
sesuai kebutuhan; dan

C. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka pendek
(Renja) dengan kurun waktu 1 (satu) tahun dan dilakukan revisi
sesuai kebutuhan.

BAB 111
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERTAHANAN NEGARA
Bagian Kesatu
Dokumen Jangka Panjang
Pasal 14

(1) Rancangan RPJP Hanneg dan RPJP Hanneg disusun oleh Ditjen
Renhan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.

(2) Rancangan RPJP Hanneg ditetapkan 8 (delapan) bulan sebelum
masa RPJP Hanneg periode berjalan berakhir.

(3) RPJP Hanneg ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJPN.
Pasal 15

(1) Postur Hanneg disusun oleh Ditjen Strahan Kemhan dan disahkan
oleh Menteri.
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(2)

Postur Hanneg disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur Hanneg
periode berjalan berakhir.

Pasal 16

Rancangan RPJP TNI dan RPJP TNI disusun oleh Srenum TNI dan
disahkan oleh Panglima TNI.

Rancangan RPJP TNI ditetapkan 10 (sepuluh) bulan sebelum masa
RPJP TNI periode berjalan berakhir.

RPJP TNI ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJP Hanneg.

Pasal 17

Postur TNI disusun oleh Srenum TNI dan disahkan oleh Panglima
TNI.

Postur TNI disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur TNI periode
berjalan berakhir.

Pasal 18

Rancangan RPJP U.O. dan RPJP U.O. disusun oleh staf perencana
U.O., disahkan oleh Kepala U.O.

Rancangan RPJP U.O. ditetapkanl (satu) tahun sebelum masa RPJP
U.O. periode berjalan berakhir.

RPJP U.O. ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJP TNI.
Pasal 19
Postur U.O. disusun oleh Srena U.O. dan disahkan oleh Kepala U.O.

Postur U.O. disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur U.O. periode
berjalan berakhir.

Pasal 20

Kir Intel Jangka Panjang disusun oleh Mabes TNI dan/atau Mabes
Angkatan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan dokumen
jangka panjang.

Pengaturan tentang penyusunan Kir Intel Jangka Panjang
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Panglima TNI.

Pasal 21

RUTR Wilayah Pertahanan merupakan salah satu acuan dalam
penyusunan dokumen jangka panjang.

Pengaturan tentang penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Kedua
Dokumen Jangka Menengah
Pasal 22

(1) Rencana Kebutuhan Anggaran, Rancangan Renstra dan Renstra
Hanneg disusun oleh Ditjen Renhan Kemhan, disahkan oleh Menteri.

(2) Rencana Kebutuhan Anggaran ditetapkan 1 (satu) Tahun sebelum
Renstra Hanneg berjalan berakhir.

(3) Rancangan Renstra Hanneg ditetapkan 4 (empat) minggu setelah
penetapan Rancangan Awal RPJMN.

(4) Renstra Hanneg ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPIJMN.
Pasal 23

(1) Rancangan Renstra dan Renstra TNI disusun oleh Srenum TNI dan
disahkan oleh Panglima TNI.

(2) Rancangan Renstra TNI ditetapkan 3 (tiga) minggu setelah penetapan
Rancangan Awal RPJMN.

(3) Renstra TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra
Hanneg.

Pasal 24
Penyusunan :

a. Jakstra dan Kir Intel sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c
dan huruf d; serta

b. Jakstra dan RTRW Han Darat Kotama, sebagaimana dimaksud Pasal
11 ayat (4) huruf ¢ dan huruf d untuk Kotama Operasional.

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.
Pasal 25

(1) Rancangan Renstra dan Renstra U.O. disusun oleh Staf Perencana
U.O. Mabes TNI, U.O. Angkatan dan U.O. Kemhan serta disahkan
oleh Kepala U.O.

(2) Rancangan Renstra U.O. Kemhan ditetapkan 2 (dua) minggu setelah
penetapan Rancangan Awal RPJMN.

(3) Rancangan Renstra U.O. Angkatan ditetapkan 2 (dua) minggu setelah
penetapan Rancangan Awal RPJMN.

(4) Renstra U.O. Angkatan ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan
Renstra TNI, sedangkan Renstra U.O. Kemhan ditetapkan 1 (satu)
minggu setelah penetapan Renstra Hanneg.
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Pasal 26

Rancangan Renstra dan Renstra Kotama disusun oleh Sren Kotama,
disahkan oleh Panglima/Komandan Kotama.

Rancangan Renstra Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu
setelah penetapan Rancangan Awal RPIJMN.

Renstra Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah
penetapan Renstra U.O.

Pasal 27
Penyusunan :
a. Jakstra sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf c; serta

b. RTRW Han Darat Kotama sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4)
huruf d untuk Kotama Pembinaan yang bukan Kotama
Operasional;

diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

Penyusunan Analisis Potensi Wilayah Laut sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Staf
Angkatan Laut.

Penyusunan Analisis Potensi Wilayah Dirgantara sebagaimana
dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Kepala
Staf Angkatan Udara.

Bagian Ketiga
Dokumen Tahunan
Pasal 28

Rencana Kebutuhan Anggaran, Kebijakan Perencanaan Menhan,
Rancangan Renja & Renja Hanneg, RKA Hanneg, DIPA dan AA
Menhan disusun Ditjen Renhan Kemhan, disahkan oleh Menteri
Pertahanan.

Rencana Kebutuhan Anggaran ditetapkan bulan Januari Tahun
Anggaran Berjalan (TAB)-1.

Kebijakan Perencanaan Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah
penetapan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahunan TAB-1.

Rancangan Renja Hanneg ditetapkan 4 (empat) minggu setelah
penetapan pagu indikatif TAB-1.

Renja Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKP
TAB-1.

RKA Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA TNI
TAB-1.
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DIPA ditetapkan bulan Desember TAB-1.
AA Menteri Pertahanan ditetapkan bulan Desember TAB-1.
Pasal 29

Kebijakan Perencanaan TNI, Rancangan Renja, Renja TNI, RKA TNI
dan PPPA TNI disusun oleh Srenum TNI, disahkan oleh Panglima TNI.

Kebijakan Perencanaan TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah
penetapan Kebijakan Perencanaan Hanneg TAB-1.

Rancangan Renja TNI ditetapkan 3 (tiga) minggu setelah penetapan
pagu indikatif TAB-1.

Renja TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja
Hanneg TAB-1.

RKA TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA U.O.
TAB -1.

PPPA TNI ditetapkan bulan Desember TAB -1.

Pengaturan tentang penyusunan Kebijakan Perencanaan dan
Rencana Yudha sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf g
dan huruf h diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 30

Kebijakan Perencanaan U.O., Rancangan Renja dan Renja U.O.
disusun oleh Staf Perencana U.O. serta disahkan oleh Kepala U.O.

Kebijakan Perencanaan U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah
penetapan Kebijakan Perencanaan TNI dan Kebijakan Perencanaan
Hanneg TAB-1.

Rancangan Rencana Kerja U.O. ditetapkan 2 (dua) minggu setelah
penetapan pagu indikatif TAB-1.

Rencana Kerja U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan
Renja TNI dan Renja Hanneg TAB-1.

RKA U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA
Kotama TAB-1.

PPPA U.O. ditetapkan bulan Desember TAB -1.
Pasal 31

Rancangan Renja, Renja Kotama/Satker, RKA Kotama/Satker dan
Program Kerja Kotama/Satker disusun oleh Sren Kotama/Proglap
Satker, disahkan oleh Pimpinan Kotama/Satker.

Rancangan Rencana Kerja Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu
setelah penetapan pagu indikatif TAB-1.
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(3) Rencana Kerja Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah
penetapan Renja U.O. TAB-1.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu)
minggu setelah penetapan pagu anggaran TAB-1.

(5) Program Kerja Kotama/Satker ditetapkan pada awal bulan Januari
TAB.

BAB IV
PROSEDUR KERJA SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Jangka Panjang
Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 32

(1) Kotama/Satker memberikan masukan berupa RTRW Darat
Pertahanan Kotama dan konsep rencana pembangunan Satker dalam
rangka penyusunan Rancangan RPJP U.O.

(2) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan memberikan masukan berupa
Rancangan RPJP U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dalam rangka
penyusunan Rancangan RPJP TNI.

(3) TNI dan U.O. Kemhan memberikan masukan berupa Rancangan
RPJP TNI dan Rancangan RPJP U.O. Kemhan dalam rangka
penyusunan Rancangan RPJP Hanneg.

(4) Kemhan memberikan masukan berupa Rancangan RPJP Hanneg
dalam rangka penyusunan Rancangan RPJP Nasional.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Pasal 33

(1) Kemhan menyusun RPJP Hanneg dengan menyempurnakan
Rancangan RPJP Hanneg dan berpedoman pada RPJP Nasional serta
Postur Hanneg.

(2)  TNI menyusun RPJP TNI dengan menyempurnakan Rancangan RPJP
TNI dan berpedoman pada RPJP Hanneg serta Postur TNI.

(3) U.O. Kemhan menyusun RPJP  U.O. Kemhan dengan
menyempurnakan Rancangan RPJP U.O. Kemhan dan berpedoman
pada RPJP Hanneg serta Postur Hanneg.
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(4) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun RPJP U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan RPJP U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan, berpedoman pada RPJP TNI, Postur TNI dan
Postur U.O. Angkatan.

Bagian Kedua
Jangka Menengah
Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran
Pasal 34

Kemhan menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran dengan mewadahi
masukan dari Unit Organisasi untuk memberikan masukan kepada
Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan dalam rangka
melaksanakan sidang Kabinet untuk menetapkan Pagu Indikatif 5 (lima)
tahunan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Pasal 35

(1) Kotama/Satker menyusun Rancangan Renstra Kotama/Satker
berpedoman pada RPJP U.O.

(2) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Rancangan Renstra
U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan berpedoman pada RPJP U.O.
Mabes TNI dan U.O. Angkatan.

(3) TNI dan U.O.Kemhan menyusun Rancangan Renstra TNI dan
Rancangan Renstra U.O. Kemhan berpedoman pada RPJP Hanneg.

(4) Kemhan menyusun Rancangan Renstra Hanneg berpedoman pada
RPJP Nasional sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan
RPJM Nasional.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Strategis
Pasal 36

(1) Kemhan menyusun Renstra Hanneg dengan menyempurnakan
Rancangan Renstra Hanneg, berpedoman pada RPJM Nasional dan
Kebijakan Umum Pertahanan Negara serta masukan dari Jakgara
Hanneg.

(2) TNI menyusun Renstra TNl dengan menyempurnakan Rancangan
Renstra TNI, berpedoman pada Renstra Hanneg dan masukan dari
Jakstra TNI.
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(3) U.O. Kemhan menyusun Renstra U.O. Kemhan dengan
menyempurnakan Rancangan Renstra U.O. Kemhan, berpedoman
pada Renstra Hanneg dan masukan dari Jakstra U.O. Kemhan.

(4) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Renstra U.O. Mabes
TNl dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Rancangan
Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan, berpedoman pada
Renstra TNI dan masukan dari Jakstra U.O. Mabes TNI dan U.O.
Angkatan.

(5) Kotama/Satker menyusun Renstra Kotama/Satker dengan
menyempurnakan Rancangan Renstra Kotama/Satker, berpedoman
pada Renstra U.O. dan masukan dari Jakstra Kotama/Satker.

Bagian Ketiga
Tahunan
Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran
Pasal 37

Kemhan menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran termasuk didalamnya
Usulan Inisiatif Baru dengan mewadahi masukan dari Unit Organisasi
untuk memberikan masukan kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri
Keuangan dalam rangka melaksanakan sidang Kabinet untuk menetapkan
Pagu Indikatif tahunan.

Paragraf 2
Penyusunan Kebijakan Tahunan
Pasal 38

(1) Panitia Anggaran Kemhan dan TNl menyusun Rencana Kebutuhan
Tahunan sebagai masukan penyusunan Rancangan Awal RKP dan
Pagu indikatif.

(2) Kemhan menyusun Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara
berpedoman pada Rencana Kebutuhan Tahunan dan Renstra
Hanneg.

(3) TNI menyusun Kebijakan Perencanaan TNI berpedoman pada
Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara dan Renstra TNI.

(4) U.O0. Kemhan menyusun Kebijakan Perencanaan U.O. Kemhan
berpedoman pada Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara dan
Renstra U.O. Kemhan.

(5) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Kebijakan Perencanaan
U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan berpedoman pada Kebijakan
Perencanaan TNI dan Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan.
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Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Pasal 39

Kotama/Satker menyusun rancangan Renja Kotama/Satker sebagai
bahan masukan U.O. dalam rangka penyusunan Rancangan Renja
U.o.

U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun rancangan Renja U.O.
Mabes TNI dan U.O. Angkatan sebagai bahan masukan TNI dalam
rangka penyusunan Rancangan Renja TNI.

U.0. Kemhan menyusun rancangan Renja U.O. Kemhan sebagai
bahan masukan Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan
Renja Hanneg.

TNl menyusun rancangan Renja TNI sebagai bahan masukan
Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Hanneg.

Kemhan menyusun rancangan Renja Hanneg berpedoman pada Pagu
Indikatif dan Rancangan Awal RKP dan memberikan masukan
kepada Bappenas dalam rangka penyusunan Rancangan RKP.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 40

Kemhan menyusun Renja Hanneg dengan menyempurnakan
Rancangan Renja Hanneg dan berpedoman pada RKP.

TNI menyusun Renja TNI dengan menyempurnakan Rancangan
Renja TNI dan berpedoman pada Renja Hanneg.

U.o. Kemhan menyusun Renja U.O. Kemhan dengan
menyempurnakan Rancangan Renja U.O. Kemhan dan berpedoman
pada Renja Hanneg.

U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Renja U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Rancangan Renja U.O.
Mabes TNI dan U.O. Angkatan; dan berpedoman pada Renja TNI.

Kotama/Satker menyusun Renja Kotama/Satker dengan
menyempurnakan Rancangan Renja Kotama/Satker dan berpedoman
pada Renja U.O.
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Paragraf 5
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 41

Kemhan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada U.O. Kemhan,
Mabes TNI dan Angkatan agar menyusun RKA dengan berpedoman
pada Surat Edaran Menkeu tentang Pagu Anggaran.

Kotama/Satker menyusun RKA Kotama/Satker dengan
menyempurnakan Renja Kotama/Satker dan berpedoman pada Pagu
Anggaran sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA U.O.

U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun RKA U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Renja U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan sebagai masukan dalam rangka penyusunan
RKA TNI.

U.O. Kemhan menyusun RKA U.o. Kemhan dengan
menyempurnakan Renja U.O. Kemhan sebagai masukan dalam
rangka penyusunan RKA Hanneg.

TNI menyusun RKA TNI dengan menyempurnakan Renja TNI sebagai
masukan dalam rangka penyusunan RKA Hanneg.

Kemhan menyusun RKA Hanneg dengan menyempurnakan Renja
Hanneg sebagai masukan dalam rangka penyusunan Nota
Keuangan Pemerintah dan RAPBN.

Paragraf 6
Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pasal 42

Kemhan menyusun DIPA Kemhan/TNI dengan berpedoman pada UU
APBN dan Alokasi Anggaran untuk disahkan oleh Kementerian
Keuangan.

Kemhan menyusun AA Menhan dengan masukan dari RKA Hanneg
dan berpedoman pada DIPA Kemhan/TNI.

TNI menyusun PPPA TNI dengan masukan dari RKA TNI dan
berpedoman pada AA Menhan.

U.0. Kemhan menyusun PPPA U.O. Kemhan dengan masukan dari
RKA U.O. Kemhan dan berpedoman pada AA Menhan.

U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun PPPA U.O. Mabes TNI
dan U.O. Angkatan dengan masukan dari RKA U.O. Mabes TNI dan
U.O. Angkatan dan berpedoman pada PPPA TNI.
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(6) Kotama/Satker menyusun Progja Kotama/Satker dengan masukan
dari RKA Kotama/Satker dan berpedoman pada PPPA U.O.

Pasal 43
Matrik dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Penyelesaian pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran
Kemhan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan
Negara, masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini, kecuali
pengelolaan program dan anggaran Kemhan yang dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2012

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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MNMONMOR
TENTAN

S8

TAHUNM 2012

SISTEM PERENCAMAAN PEMBANGITNAN PERTAHANMAN NEGARA

MATRIK DOERKUMEN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERTATTANAN NEGARA

My JENIE DOEITMENM FENANGGUNG JAWAR FENGESAHAT WAKTLY
PENYIISTIN DeEITFMEN PEMYIAFPAN
1 2 3 < 3
STARCITR S P N TA NG
1 |RANC R LED ETAT REN U'D MADRES TNI A O 1 TII 5BL MASA ROJD 11O
STAT REM LI ANGEATAN FERIMODE BERJALAN
ETAF EEHN LFD KEMHAN BERAKHIR
2 |EANC RPJF THNI SREMNUIM THI PAMNGLIMA 10 BLK SBEL MASA REFRJIF THI
TN PERICIDE BERJALAN
RBRERAKHIR
2 |RANC RRJF HANNEG DITJEM RENHAM KEMHAMN MENHAN & BLN SBL MASA RPJF H
PERIDODE BERJIALAN
BERAKHIR
4 | RPFJP HANMEG DITJEN RENHAN KEMHAN MENHAT 1 BLN STL RPJPN
DITETAPKAN
5 |RPJP TNI SRENLUIM THI PAMCLINMA 1 BLN STL RFJFP H
I LDNTETAPKAMN
&6 |RPEJP ThHD STAF REM IO MABES TNI Ka 1D 1 BLN STL RP-IP THI
STAF REM U0 ANGRATAN NDITETAPHAN
STAF REMN L0 KEMHAN 1 BLN STL RPIP HANMNEG
DITETADEAN
7 |POSTUR HANNEG DITJEN STREAHAN KEMHAN MENHAM 1 TH SBL POSTUR
HAMNMES PERICQDE
BERJALAN BERAKHIRE
& |POSTIFR THI SREMNITM TRNI PANGLTRA 1. TH SBI. POSTITR THI
T HANNES PERICODE
BERJALAN BERARHIRE
9 |POSTUOR D STAF EEM U2 MABES TNI En TN 1 TH SBL POSTUR LI
STAF REM LI ATIGEATAN HANNES PERIODE
SETAF RENM /D KEMHAN BERIALAN BERAKHIRE
JAMGES MEMENGAH
1 |REMCANA KERIFTITHAN THT.IJEN RENHAN KEMHAN THRIEMN 1 TAHIIN SBL RENSTRA
ANGGARAN 5 TAHUIN REMHAN HANNED BERJALAT
EERAKHIR
2 |RANC RENSTRA SREN KOTAMA SATKER TANGLIRA 1 MINGGLYF STL RANC
KOTANMABATEER KOTARLA, AWML REJIMN
EA SATHKER [LNTETAPKAN
3 |RANC REMSTRA I STAF REN U'O MABES ANGHEATAN KA O < MINGGLY STL RAMC

STAF EEN U0 MABES TNL
STAF REM IO KEMHAN

AWAL REINMN
DITETAPEAN
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TATTTINAN

RENCANA KEDUTUILIAN
ANCOCARAN TAHUNAN

JAEKREN HANNEG

JARREN THNI

JAKREN WO,

RANCAMOGAN REM.JA

EOTARMA S SATEER

EANC RENJA 17O

BANC RENJA THI

RANC RENJA
HANMES

EENJA HANMMNES

DITJEN REMILAN KERMILAN

CIT-JEN REMNHAN EEMHAMN

SRENLITA THNI

STAF REN UO MABES THI
STAF EEM IO ANGEATAN
STAF REM 1M KEMILIATN

SREN KOTAMA/SSATEER

STAF REEM 1O MABES THI
ASTAF REM T ANCGEATAN
STAF REM 1Oy KEMHAN

SRENLIED T

DITJEN RENHAN KEMHAN

DITJEN REEMNHAN KEIMHAN

KA SATEER

DIRJEN
RENHAN

MEMHAN

CANGLINA

THI

K& [Ty

PATCGLIRA
EOTAMA
Ef SATEER

KA 10>

PANGLINA

MENHAN

MENHAMN

iz ] i 5
FANC EEMSTREA TML SHEEMUIE TN PAMGLINA  f5 MINGGU STL BANC
THI AWFAL RFRIMN
DITETAFPEAMN
3 |RANC RENSTEM DITJEN RENHAN KEMHAN MENHNAN 1 MINGGU STL RANC
HANNEG AOWAL RPN
LITETAFEAM
REENSTHA HANMMNRELSG IMTJEN EEMHAMN KEMHAMN TAEMHAM 1 HLM 5TL REJMM
DITETAPEAMN
REMNSTRY THNI SRENLITA THNI PANGLINN 1 MINGGU STL REMNSTEM
Tl HANMNES DITETAFREAN
HEMNETHA LI EUAF BEEM UL MABEES THI Ha LNy 1 MINCGOGU STL RENSTHA
ETAF REN UC ANGEATAN THI DITETAFEAN DAN
SETAF REM 11O KEMHAT 2 MINGGU STL RENMSTEM
HANNES DITETAPKAN
RENSTRA SREN KOTAMA/SATHER PAMNGLINA 1 MINGCF STL RENSTRA
KOTAMA JSATKE R ROXTAMA U DITETAPKAN

DIFLAN JATUIATRT TAT-1

1 MINGGL STL RENDUITG AR
TAITUHAN DITETATEKAN

1 MINGGU STL JAKREN
HANNEG DITETAPEAN

1 MINGGU STL JAKREN
FPANG THI DITETAPEAN
1 MINGGU STL JAKREN
MENITAN DITETATEAN

1 MITNGOF STH PAGILT

IMDIEATIF DITETAFKAN

2 MINGGU STH PAGLF
INDITEATIF TAITETAFKAN

3 MINGGLF STH PAGLF

INDIKATIF DITETAFKAN

4 MINGEL STH PAGLF
INDIKATIF DITETAFKAN

1 MINGGUYF STH REKP
DITETAPEAN
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REMJIA THNT

REMIA TR

REMJA

KOTAMA/SATEER

RRA

EKOTAMA fSATEER

EEA O

REA THI

REA
HAMNNEG

DIPA

AL PMENHAN

PPFPA THI

FPPPA IO

PROGIA KOTAMA S
SATREER

SRENIIM TN

STAF REM 1K) MARES THNT
STAF REN O ANGEATARN
STAF RENM UO KEMHAN

SREEN ROTAMA/SATEER

SREN ROTAMA/SATEER

STAF REN UC MABES TNI
STAF REM IO ANGEKATAN
STAF REM UC KEMHAN

SRENLUIR THI

DITJEN REMHAN DEPHAM

STAF REM UO MABES THI
STAF REM IO ANGKATAN
STAF REM UO KEMHAN

NMTIOEN REMHAN KEMHAMN

SRENLUIM THI

STAF REM IO MABES THNI
STAF REM O ANGEATAN
STAF RENM UO KEMHAM

SREN KOTAMA/SATEKER

PANGLINMA
THI

KA TR

PANGLIMA
KOTAMA
KA SATEER

PANGLINMA
KOTAMA

KA 1

PANGLIMA
THI

MEMNHAM

MEMNEKELF

MENHAM

PANGLINMA
THI

EA 1R

PANGLINA
KOTAMA
EA BATEER

1 MTNGGTT STH REMTA
HANNES DITETAPRKAN

1 BMTNGGTT STH REMIA
THI DITETAPKAN

I MINGGL STH RENJA
HANNES TNTETAPRKAN

L MINGGL 3TH RENJA
Lo DHTETAFPEAN

L MINGGLU STH PAGU

ANGGARAN DITETAFPKAN

L MINGGU STH REA
KOTAMAfSATKER
DITETAPEAN

1 MINGGL STH REA
O DITETAPEAN

1 BMINGSGL STH REA
THI AN 1 RINGELT
5TH REA U2 REMHAN
DITETAPEKAN

BULAN DESEMBER
TAR-1

BIFNAN DESERMRARER
TAB-1

BULAN DESEMBER
TAB-1

BIFLAN DESEMBER
TAB=-1

AWAL JANITIARI TAD

MENTERI PERTAHARNAN REPUBLIK INOOMESIA,

PURNOMO YIISQIANTORO
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